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RINGKASAN 
 

Sandra Intan Saputri. Mei 2025. PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM 

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK 

TAHUN 2024 STUDI DI POLRESTA BANJARMASIN. Skripsi, Program 

Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 

halaman. Pembimbing Utama: Nur Husna S.Pd.I., S.H., M.A. 

Kasus tindak pidana persetubuhan anak merupakan kejahatan yang sangat serius 

dan memerlukan penanganan hukum yang tepat guna memberikan keadilan bagi 

korban serta menegakkan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum 

memiliki berbagai regulasi yang mengatur kejahatan ini, di antaranya adalah 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 81 ayat (1) 

menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda 

paling banyak lima miliar rupiah. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

Pasal 287 juga mengatur bahwa barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang 

umurnya belum lima belas tahun atau belum saatnya untuk menikah, diancam 

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun disertai dengan serta Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang 

Penyidikan Tindak Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang  

Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam penanganan kasus persetubuhan anak, alat 

bukti memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan terbuktinya suatu 

tindak pidana. Salah satu alat bukti yang memiliki peran krusial dalam sistem 

peradilan pidana adalah Visum et Repertum, yakni laporan tertulis dari dokter yang 

melakukan pemeriksaan terhadap korban guna memberikan gambaran mengenai 

kondisi fisik dan luka-luka yang mungkin terjadi akibat tindak pidana tersebut. 

Keberadaan Visum et Repertum diatur tersirat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) Pasal 133 ayat (1), yang menyatakan bahwa dalam hal 

penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, 

keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak 

pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada dokter atau 

ahli lainnya. Selain itu, dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat 

bukti yang sah terdiri atas lima jenis, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 

petunjuk, dan keterangan terdakwa, Visum et Repertum termasuk dalam kategori 

alat bukti petunjuk yang dapat digunakan untuk memperkuat bukti dalam suatu 

perkara pidana. sebagai alat bukti, serta hambatan dalam koordinasi antara penyidik 

dan tenaga medis dalam penerbitan hasil visum.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan 

deskriptif-kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan 

wawancara langsung dengan penyidik di Satuan Reserse Kriminal Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banjarmasin. Studi kepustakaan 

dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang 
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relevan, seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta 

literatur hukum yang berkaitan dengan penggunaan Visum et Repertum dan proses 

penyidikan. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk 

menganalisis regulasi yang mengatur penggunaan Visum et Repertum, sementara 

pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana penerapan aturan tersebut 

di lapangan serta efektivitasnya dalam membantu proses penyidikan.   

Visum et Repertum memiliki peran strategis dalam proses penyidikan kasus 

persetubuhan anak, terutama dalam memberikan bukti medis yang objektif 

mengenai kondisi fisik korban yang dapat mendukung keterangan saksi dan alat 

bukti lainnya. Berdasarkan wawancara dengan penyidik di Polresta Banjarmasin, 

diketahui bahwa dalam sebagian besar kasus persetubuhan anak, visum menjadi 

alat bukti yang digunakan untuk memperkuat dugaan tindak pidana dan membantu 

penyidik dalam mengungkap kebenaran. Namun, terdapat beberapa kendala yang 

sering terjadi dalam penerapan visum, di antaranya adalah keterlambatan pelaporan 

yang menyebabkan bukti fisik semakin sulit ditemukan, keberatan dari korban atau 

keluarga untuk melakukan visum karena rasa malu atau trauma, serta lambatnya 

proses penerbitan hasil visum dari rumah sakit yang dapat menghambat jalannya 

penyidikan. Dalam beberapa kasus, terutama ketika korban melapor setelah 

beberapa minggu dari kejadian, hasil visum tidak lagi menunjukkan adanya luka 

atau tanda-tanda fisik yang relevan, sehingga penyidik harus mengandalkan alat 

bukti lain, seperti keterangan saksi atau bukti digital. Selain itu, keterbatasan 

fasilitas dan tenaga medis yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan visum 

juga menjadi kendala tersendiri, di mana tidak semua rumah sakit memiliki dokter 

forensik yang dapat mengeluarkan Visum et Repertum yang sah secara hukum. 

Penyidik Polresta Banjarmasin mengungkapkan bahwa meskipun tidak ada rumah 

sakit tertentu yang diwajibkan untuk melakukan visum, Rumah Sakit Bhayangkara 

sering menjadi rujukan utama karena dianggap memiliki tenaga medis yang 

berkompeten dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual.   

Efektivitas Visum Et Repertum masih sangat bergantung pada berbagai faktor, 

seperti ketepatan waktu pelaporan oleh korban atau keluarga, kemudahan akses 

terhadap fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan visum, serta koordinasi 

yang baik antara penyidik dan tenaga medis dalam penerbitan hasil visum. Oleh 

karena itu, diperlukan beberapa upaya di antaranya adalah meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya visum sebagai alat bukti, mempercepat proses 

penerbitan hasil visum, serta meningkatkan kerja sama antara kepolisian, rumah 

sakit, dan instansi terkait dalam penanganan kasus persetubuhan anak. Selain itu, 

aparat penegak hukum juga perlu memastikan bahwa korban dan keluarga 

mendapatkan pendampingan yang memadai 
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ABSTRAK 
 

Tindak pidana persetubuhan anak merupakan kejahatan serius yang memberikan 

dampak fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban. Dalam proses 

penyidikan, keberadaan alat bukti yang kuat sangat penting guna menjamin 

terwujudnya keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan 

penyidikan serta peran Visum et Repertum dalam proses penyidikan kasus 

persetubuhan anak di Polresta Banjarmasin tahun 2024. Metode yang digunakan 

adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data 

diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan penyidik Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banjarmasin, kemudian 

dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan visum dalam 

pembuktian hukum. Landasan hukum Visum et Repertum tercantum dalam Pasal 

184 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti sah dalam persidangan. Pasal 133 ayat (1) 

KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli 

kedokteran dalam penanganan korban. Sementara itu, Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 

Tahun 2014 dan Pasal 287 KUHP mengatur secara khusus mengenai tindak pidana 

persetubuhan terhadap anak, diperkuat oleh Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Penyidikan Tindak Pidana DAN Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan 

penyidikan meliputi penerimaan laporan, olah tempat kejadian perkara (TKP), 

pemeriksaan saksi dan korban, serta pengumpulan alat bukti, termasuk Visum et 

Repertum. Visum berperan penting sebagai bukti surat yang memperkuat 

keterangan korban dan membantu penyidik dalam menyusun konstruksi perkara. 

Namun, efektivitas visum kerap terhambat oleh keterlambatan pelaporan, 

keterbatasan tenaga medis forensik, serta hambatan administratif di rumah sakit. 

Oleh karena itu, diperlukan percepatan proses penerbitan visum, edukasi 

masyarakat tentang urgensi visum, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait. 

Kata Kunci: Alat Bukti, Penyidikan, Persetubuhan Anak, Visum Et Repertum 
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ABSTRACT 

 

 

The criminal act of child sexual intercourse is a serious offense that causes 

significant physical and psychological harm to the victim. In the investigation 

process, the presence of strong evidence is essential to ensure justice. This research 

aims to identify the stages of investigation and the role of Visum et Repertum in the 

investigation of child sexual intercourse cases at the Banjarmasin Police 

Department in 2024. This study uses an empirical legal research method with a 

descriptive-qualitative approach. Data were collected through literature review 

and direct interviews with investigators from the Women and Children Protection 

Unit (PPA) at the Banjarmasin Police Department and were analyzed qualitatively 

to evaluate the effectiveness of visum in legal proof. The legal basis of Visum et 

Repertum is regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code 

(KUHAP) as valid evidence in court. Article 133 paragraph (1) of KUHAP 

authorizes investigators to request expert medical opinions. Additionally, Article 

81 paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 and Article 287 of the Penal Code (KUHP) 

specifically regulate the criminal offense of child sexual intercourse, supported by 

National Police Regulation No. 6 of 2019 on Criminal Investigation Procedure, 

Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System.The research 

findings reveal that the investigation stages include report intake, crime scene 

examination, witness and victim interviews, and evidence collection, including 

Visum et Repertum. The visum plays a crucial role as documentary evidence 

supporting the victim's testimony and helping investigators construct the legal case. 

However, its effectiveness is often hindered by delayed reporting, limited forensic 

medical personnel, and administrative procedures in hospitals. Therefore, 

accelerating visum issuance, public education, and strengthening inter-agency 

coordination are essential to improve its effectiveness. 

Keywords: Visum et Repertum, Investigation, Child Sexual Intercourse, Evidence 
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